Menimbang :

Mengingat

SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MATARAM,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37,
Pasal 38, Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur petunjuk
pelaksanaannya,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531); ,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);




5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Mataram Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MATARAM TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
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Daerah adalah Kota Mataram.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Mataram.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD
adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota
Mataram.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak  adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan  kesatuan baik yang melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisas sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
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Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau
batuan di bawah permukaan tanah.

Pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan
pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan
dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara
membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya
dan/atau tujuan lain

Pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan
pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan
dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara
membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya
dan/atau tujuan lain

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah
pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah Nilai
Air Tanah yang dihitung secara progresif dengan mengalikan
volume pengambilan air tanah dengan harga dasar air.

Volume pengambilan air tanah adalah besarnya air bawah
tanah yang diambil perbulan dalam satuan meter kubik

Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga air
tanah per satuan volume yang akan dikenai Pajak Air Tanah.
Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

Wajib Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
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Sanksi Administrasi adalah instrumen hukum berupa sanksi
administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang
bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah terhadap
wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang
ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.

Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak
untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau
usahanya ke BKD.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak  yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah  bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunaka formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan
yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas
banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak
yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan
surat paksa penyitaan dan penyanderaan.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi
usaha secara online, yaitu sistem pelaporan data transaksi
melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan
langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib
pajak dengan sistem informasi pada Badan Keuangan

Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi
data.

Sistem Online adalah sambungan langsung antara subsistem
satu dengan  subsistem  lainnya secara  terintegrasi

melalui media internet.

BAB II
OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu
Objek PAT

Pasal 2
Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah

Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
S5




keperluan dasar rumah tangga;

pengairan pertanian rakyat;

perikanan rakyat;

peternakan rakyat;

keperluan keagamaan; dan

pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah.

Moo TP

Bagian Kedua
Subyek Pajak

Pasal 3
Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketiga
Wajib Pajak

Pasal 4
Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAT

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan PAT

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot
Air Tanah.

(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan
dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan
atas faktor-faktor berikut :

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan
berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh
Gubernur.
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Bagian Kedua
Tarif PAT

Pasal 6

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

BAB IV
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Bagian Kesatu
Masa Pajak

Pasal 7
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1
(satu) bulan kalender.
Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Bagian Kedua
Saat Terutangnya Pajak

Pasal 8
Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.
Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah.
PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 9

Wajib PAT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya
kepada Kepala BKD dengan menggunakan Surat Pendaftaran
Objek Pajak atau secara elektronik dengan memanfaatkan
sarana teknologi dan informasi.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada
Kepala BKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kegiatan
Usaha dimulai.
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(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di
BKD.

Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib diisi benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:

a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa
(KTP, SIM, Paspor);

b. Izin PAT;

c. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggung
jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/ SIM/
Paspor dari pemberi kuasa.

Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) harus disampaikan ke BKD paling lambat 5 (lima) hari

sejak tanggal diterima.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib

Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang

ditunjuk.

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi,

NOP, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis

Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang

pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan

dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak mendaftarkan diri, Kepala BKD secara jabatan

menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau
dimiliki oleh Daerah dengan menggunakan Form Surat

Pendaftaran Objek Pajak yang diisi oleh petugas.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 10

Kepala BKD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak
untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data
objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis
objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif, Kepala BKD dapat melakukan
penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP,
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara
jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.




(3)

)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5

(6)

(1)

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD harus menerbitkan
keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.
Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP,
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara
jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan,
banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 11
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Kartu Data Meter Air.
Kartu Data Meter Air harus diisi dengan jelas, benar, dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
Kartu Data Meter Air harus diserahkan kepada BKD paling
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
Ketetapan Dbesarnya jumlah/volume pengambilan dan
pemanfaatan Air Tanah berdasarkan penggunaan meter air
(water meter), sedangkan yang belum mempergunakan
meter air (water meter} didasarkan pada tafsiran dengan
berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan,
antara lain berupa:
kapasitas pompa;
lamanya penggunaan pompa;
konversi penggunaan air terhadap hasil produksi; dan
alat ukur lainnya.
cara lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabﬂa meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan
pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata
pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.
Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan
sementara atau selamanya maka Wajib Pajak melaporkan
kepada BKD.
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Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 12
Kepala BKD menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat
Pendaftaran Objek Pajak atau sesuai ketentuan yang berlaku
dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
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(3)
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3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala BKD
dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan
data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah
Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak
yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala BKD dapat menetapkan Pajak terutang
dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima)
tahun sejak terutangnya Pajak.

Pasal 13
Berdasarkan Kartu Data Meter Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1), Wali Kota melalui pejabat yang
ditunjuk pada BKD menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD.
Apabila sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya belum
ada Kartu Data Meter Air, maka ketetapan pajak yang
dipergunakan untuk bulan bersangkutan adalah sama dengan
bulan lalu.
Dalam hal ketetapan pajak dilaksanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dan pada bulan berikutnya ditemukan
bahwa pemakaian Air Tanah sebagaimana tercatat dalam
meter air (water meter) terdapat kekurangan atau kelebihan
pemakaian, maka ketetapan pajaknya diperhitungkan pada
bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meter air.
SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 14
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak
yang terutang dengan menggunakan SSPD,
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik.
Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan
melalui pembayaran tunai.

10




(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)
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(3)

Pasal 15
Pembayaran atau Penyetoran Pajak terutang dilakukan paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Dalam hal batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada
hari libur, maka batas waktu pembayaran atau penyetoran
jatuh pada hari kerja berikutnya.
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.
Seluruh ketetapan yang tidak dibayarkan wajib pajak setelah
jatuh tempo dapat dilakukan pemberitahuan yang menerangkan
tentang kewajiban pembayaran pajak yang belum dilunasi.
Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam
menyampaikan Kontrak kerja/Dokumen lain yang
dipersamakan dapat dilakukan pemberitahuan.
Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan
(4) dapat berupa penempelan stiker, pemasangan plang
dan/atau pemasangan vinil sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pajak

Pasal 16

Kepala BKD berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak;

b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang
dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPD;
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(4)

(9)

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan
materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan, terdapat kelebihan
pembayaran Pajak Kepala BKD menerbitkan SKPDLB.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak
diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Standar
Pemeriksaan Pajak Daerah.

Bagian Kelima
Surat Tagihan Pajak

Pasal 17

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak

terutangnya Pajak, Kepala BKD dapat menerbitkan STPD.

Kepala BKD dapat menerbitkan STPD dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(4)

(2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah
dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar
1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak
atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.
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(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

Bagian Keenam
Penagihan Pajak

Pasal 18
Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan imbauan.
Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
perpajakan.

Pasal 19

Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Wali Kota berwenang
menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:

surat teguran,

surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

surat paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

pembatalan lelang; dan
.surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan

penagihan pajak.
Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penagihan pajak
diatur sesuai ketentuan yang berlaku tentang Penagihan Pajak
Daerah.

ol B R d ol

—
o

Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 20
Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah.
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(2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan
SKPD, jangka waktu S5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran
dan/atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedelapan
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BKD
terhadap SKPD, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah
Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut,
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan
yvang jelas

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKPD, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal
pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan kahar.
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(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;

kebakaran

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak
dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat
atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat
keberatan yang diberikan Kepala BKD kepada Wajib Pajak,
menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan  keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1).

° oo

Pasal 22

(1) Kepala BKD harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala BKD dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (7).

(4) Keputusan Kepala BKD atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang
menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang
menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak; atau

15




d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam
hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih
besar dari Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(2)

(3)

(4)

(3) Kepala BKD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 23
Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Keberatan.
Dalam  hal keberatan  Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif
berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 24
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
yang ditetapkan oleh Kepala BKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 25

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan
Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tidak
dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Bagian Kesembilan
Gugatan Pajak

Pasal 26

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan
penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1) dan Pasal 24; dan

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 27
Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kesepuluh

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 28

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali

Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha

sebagai Wajib Pajak di Daerah.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan

atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara

jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang
terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang
bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro
dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan

Daerah dalam Pemungutan keuangan daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan

memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib
Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak
terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di
daerah yang bersangkutan; dan/atau

d. kebijakan strategis pemerintah Kota Mataram.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan sesuai dengan

kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan
perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas

Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka

menengah daerah.
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(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka
percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

(9) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak secara jabatan
tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota atau Surat
Keputusan pejabat yang ditunjuk dengan memuat alasan atas
keputusan pemberian insentif fiskal tersebut.

(10) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang
jelas.

(11) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak harus memenuhi
persyaratan :

a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya insentif fiskal yang dimohonkan
disertai alasan yang jelas;

b. Dilampiri bukti Permohonan insentif fiskal yang diajukan ;
dan

c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.

(12) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

(13) Keputusan atas permohonan insentif fiskal kepada Wajib Pajak
tersebut akan tertuang dalam Keputusan Wali Kota atau
Keputusan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(14) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Wali
Kota dalam memberikan insentif fiskal.

Paragraf 2
Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Pasal 29

(1) Kepala BKD dapat memberikan Kkeringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau
sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak
dan/atau objek Pajak.

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat
likuiditas Wajib Pajak.

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berupa nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu,
dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran,
huru-hara, dan/atau kerusuhan.
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(1)

(1)

Paragraf 3
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 30

Pengurangan atau  penghapusan sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

dapatdilakukan terhadap sanksi administrasi yang terdapat

dalam :

a. SKPD;

b. STPD.

Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : A.

a. yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang
bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

b. sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

Permohonan  pengurangan atau  penghapusan  sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
diajukan secara perseorangan, secara kolektif atau ditetapkan
secara massal dalam suatu kegiatan tertentu dalam rangka
intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan daerah.
Keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
Pelayanan perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara digital disesuaikan dengan sarana dan
prasarana yang tersedia.

Pasal 32

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 31

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) peornohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang
dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai
alasan yang mendukung permohonannya;

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Badan Keuangan
Daerah;

d. dilampiri fotokopi SKPD yang dimohonkan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

e. SKPD tersebut:

1. tidak diajukan keberatan;

2. diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh Wajib
Pajak; atau

3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau
kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi
administrasi yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan

g. melampirkan sur kuasa dalam hal surat permohonan
ditanda tangani bukan oleh Wajib Pajak.

Permohonanpengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi yang tidak memenuhi  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan
sebagai permohonan sehingga tidak dapat

dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya
diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang
mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 33
Kepala BKD harus memberi keputusan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 didasarkan
pada hasil penelitian.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Kepala BKD tidak memberi suatu keputusan,
permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala BKD harus
menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang
diajukan Wajib Pajak.

Paragraf 4
Pengurangan atas Ketetapan Pajak Air Bawah Tanah

Pasal 34

Pemberian pengurangan secara jabatan dalam rangka program

strategis pemerintah Kota Mataram, meliputi :

a. Wajib Pajak Pribadi/Badan yang terdampak akibat
adanya kebijakan/program pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah tertentu dala rangka optimalisasi
pendapatan daerah diberikan pengurangan yang nilai dan
besarannya ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang
diterbitkan setiap tahun pajak sesuai dengan kebijakan
program yang diberikan,;

b. Objek Pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak yang

dikerjasamakan dengan Pemerintahn diberikan
pengurangan sesuai dengan dampak atas kerjasama
tersebut.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 35
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat
diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak dan/atau
diberikan tanpa permohonan wajib pajak
Permohonan pengurangan pajak berdasarkan permohonan
wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan untuk:
c. Perseorangan atas SKPD; atau
d. Badan atas SKPD.
Dalam hal pengurangan yang diberikan tanpa permohonan
wajib pajak, dapat dilaksanakan secara massal atas SKPD
tertuang dalam bentuk Keputusan Wali Kota.

Pasal 36

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan

huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD ;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
rnencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang
dimohon disertai alasan yang jelas,

c. diajukan kepada Wali Kota dan disampaikan ke Badan
Keuangan Daerah;

d. dilampiri fotokopi SKPD yang dimohonkan pengurangan;

e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan
ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;

f.  diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal diterimanya SKPD kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya,;

g. tidak diajukan keberatan atas SKPD yang dimohonkan
Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat
Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Permohonan Pengurangan yan diajukan, dapat diajukan

secara elektronik dengan memanfaatkan sarana teknologi dan

informasi.

Pasal 37
Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang
tidak memenuhi persyaratan, secara perorangan untuk badan
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
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(2) Dalam  hal permohonan  Pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
BKD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak  tanggal permohonan tersebut diterima, harus
memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari
kepada Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan
diajukan secara perseorangan.

(3) Dalam  hal permohonan Pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan
kembali sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 38

(1) Kepala BKD berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana
dimaksud Pasal 34 dan Pasal 35 yang tercantum dalam SKPD
atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi Rp0,00 (nol
rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Wali Kota berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana
dimaksud Pasal 34 dan Pasal 35 yang tercantum dalam SKPD
atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih besar
dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 5
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 39

(1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah
kepada Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak;
dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada
Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali
Kota secara jabatan atau bérdasarkan permohonan Wajib Pajak
yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan
likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada
waktunya.
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(S)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran

Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan

Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan

pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir

Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib
Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib
Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan

huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh
empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran

Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam

persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar,

untuk jangka waktu paling lama 4 (dua puluh empat) serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)

meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pemberian kemudahan berusaha yang diberikan secara jabatan

tertuang dalam bentuk Keputusan Wali Kota atau Keputusan

pejabat yang ditunjuk dengan memuat alasan atas keputusan
pemberian kemudahan berusaha tersebut.

Pemberian kemudahan perpajakan untuk dasar permohonan

wajib pajak dengan memenuhi persyaratan :

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan jenis permohonan yang dimohonkan disertai
alasan yang jelas;

b. dilampiri bukti Permohonan yang diajukan; dan

c. oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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(7)
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Paragraf 6
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 40

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala

BKD dapat melakukan pembetulan/pembatalan STPD, SKPD,

SKPDLB, atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan

penerapan Kketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

pembetulan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Dalam hal pembetulan/pembatalan didasarkan atas permohonan

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD

menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan

penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Kepala BKD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan

yang diperlukan.

Dalam hal pembetulan/pembatalan didasarkan atas permohonan

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD

wajib menerbitkan Keputusan pembetulan /pembatalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan /pembatalan diterima.

Keputusan pembetulan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5} berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang
terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan
maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan
tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

pembetulan/pembatalan yang diberikan secara jabatan tertuang

dalam bentuk Keputusan Wali Kota atau Keputusan pejabat yang

ditunjuk dengan memuat alasan atas keputusan pembetulan
tersebut.

pembetulan/pembatalan untuk dasar permohonan wajib pajak

dengan memenuhi persyaratan:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan jenis permohonan yang dimohonkan disertai
alasan yang jelas;

b. dilampiri bukti Permohonan yang diajukan ; dan

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
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Paragraf 7
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 41
Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala BKD.
Kepala BKD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, harus
memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala BKD tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak
lainnya.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Kepala BKD memberikan imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
Pengembalian kelebithan Pembayaran pajak yang diajukan wajib
pajak memenuhi persyaratan :

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan jenis permohonan yang dimohonkan disertai
alasan yang jelas;

b. dilampiri bukti Permohonan yang diajukan ; dan

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat
kuasa.

Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan

Bagian Kesebelas
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 42
Wali Kota melakukan Pemungutan piutang Pajak untuk
menentukan prioritas Penagihan Pajak.
Kepala BKD memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan
Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
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3)

(6)

(7)

(1)

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa
Penagihan; dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang pajak diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
tentang Standar Pemeriksaan Pajak Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai
akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota
ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Dalam hal terjadi perbuatan hukum sebelum berlakunya
Peraturan Walikota ini, sedangkan proses secara administrasi
dilakukan setelah berlakunya Peraturan Walikota ini, maka
perbuatan hukum tersebut tetap diproses berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada
saat itu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka :

a.

Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 10 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksaaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota
Mataram Tahun 2019 Nomor 10); dan

Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 10 tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
(Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 45
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 5 Jonuouwr Qo2¢
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHA\N R KANA
Diundangkan di Mataram

anggal 5 Smuwi 2024
IS DAERAH KOTA MATARAM*

)\

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 2

Paraf Hierarki

Sekretaris Daerah

Kepala BKD

Sekretaris BKD

Kabid P2D

Paraf Koordinasi

Asisten Administrasi Umum

Kabag. Hukum
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